BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 18 /A-02/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KONSULTAN
HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian
Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
‘ dengan Konsultan Hukum Agus Melas, SH., MH & Rekan
Nomor 147.543/12/Pem-LT/2019, Nomor 02/Peradi-
Consultan/A/2019 tentang Pelayanan Jasa Hukum
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Bupati menetapkan

besaran imbalan jasa honorarium Konsultan Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium
Konsultan Hukum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
. Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4270);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerdh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ’b



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019

. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019
Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
HONORARIUM KONSULTAN HUKUM PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Besaran Honorarium Konsultan Hukum
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yakni sebesar
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan mulai

‘ Januari s/d Desember 2020;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Hukum
Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. ﬁa

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,
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